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qABSTRACTq 

Although medicalqmalpractice is not reallyqnew phenomenon in Indonesia, qnevertheless dealing with 
medicalqmalpractice cases is confusing toqsome extent. The absence ofqstatutory definition of 
medicalqmalpractice lead to confusionqon how to handle it. qThis paper aimsqat elaborating 
theqconcept of medicalqmalpractice and itsqliability. In addition, qmisconception on medical 
malpracticeqliability will also beqevaluated. Thisqnormative legal researchqrelies on secondaryqdata 
and employesqboth statutory andqcomparative approaches. It isqfound that thereqhas 
beenqmisconception onqmedical malpracticeqin Indonesia. Theqmisconceptionqtakes place not only 
toqthe lay persons, but alsoqamong academicianqand law enforcementqagencies. Thisqmisconception 
lead toqconfusion on howqto establish medicalqmalpracticeqliability. 
Keywoard: MedicalqMalpractice, MedicalqLiability, and MedicalqMalpracticeqLiability. 
 

ABSTRAK 
Meskipun praktik medis bukanlah fenomena baru di Indonesia, namun  berurusan dengan kasus-kasus 
praktik medis membingungkan untuk beberapa kali. Tidak adanya definisi hukum tentang praktik 
medis menyebabkan kebingunganqon bagaimana menanganinya. Tulisan ini bertujuan untuk 
menguraikan konsep praktik medis dan kewajiban. Selain itu, qmiskonsepsi tentang malpraktik medis 
qliability juga akan ditevaluasi. Penelitian hukum kunormatif ini bergantung pada data sekunder dan 
menggunakanpendekatan hukum dan kuarparatif. Ditemukan bahwa di sana telah disalahpahami 
pada malpraktik medis di Indonesia. Kesalahpahaman terjadi tidak hanya untuk orang awam, tetapi 
juga di antara akademisi dan lembaga penegak hukum. Kesalahpahaman ini menyebabkan 
kebingungan tentang bagaimanaquntuk menetapkan medisqmalpracticeqliability. 
Keywoard: Medicalq Mal practice, Medical Liability, dan Medical Mal practice Liability. 

 

PENDAHULUAN 

Pelayananqmedis merupakan aspekqkritis dalam masyarakatqmodern, namun 

kompleksitasnyaqsering kali membukaqpeluang terjadinya malpraktikqyang dapat merugikan 

pasien. qSeiring dengan kemajuanqteknologi dan perubahanqdinamika praktikqmedis, 

qkejadian malpraktikqmenjadi semakin kompleksqdan menuntut adanyaqlandasan 

hukumqyang kokoh untukqpenangananya. Sebelumqadanya Undang-undangqNomor 17 

Tahun 2023, qregulasi pemidanaan malpraktikqdi Indonesia masih belumqmemadai, 

menciptakanqketidakpastian dalam menegakkanqkeadilan dan akuntabilitasqdalam praktik 

kesehatan. qDengan semakinqtren kasus malpraktikqyang semakin meningkatqmenyoroti 

urgensi adopasiqundang-undangqyang dapat memberikanqdasar hukum yangqjelas. 
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PenerapanqUndang-undangqNomor 17 Tahun 2023qdiharapkan menjadi tonggakqpenting 

dalam memperkuatqsistem hukumqterkait malpraktik, denganqmenyediakan 

landasanqhukum yang diperlukanquntuk memberikanqsanksi tegas terhadapqpraktisi 

kesehatan yangqterlibat dalamqmalpraktik.  

Pelayanan medisqyang berkualitas menjadiqpijakan utama dalamqsistem kesehatan 

suatuqnegara. Namun, kompleksitasnyaqmenjadikan risiko malpraktikqsebagai tantangan 

serius yangqdapat mengancam integritasqsektor kesehatan. Sebelumqadanya Undang-undang 

Nomorq17 Tahun 2023, penangananqmalpraktik di Indonesia menghadapiqkendalaqberupa 

kekosongan regulasiqdan keracunan prosedur hukum, qmenyisahkan ketidakpastianqdalam 

memberikan keadilanqkepada para korbanqmalpraktik. 

Lingkungan hukumqyang belum memadai tersebutqmenciptakan situasi diqmana 

praktisi kesehatanqmungkin kurang terdorongquntuk mempertanggungjawabkanqtindakan 

medis merekaqsecara tepat. Oleh karena itu, keberadaanqUndang-undang Nomorq17 Tahun 

2023 menjadiqlangkah penting dalamqmemberikan fondasiqhukum yang solidquntuk 

menangani malpraktikqdengan tegas danqadil. Perkembangan hukumqyang sejalanqdengan 

dinamika praktikqmedis modern perluqdipahami secaraqmenyeluruh. Dokter atau 

tenagaqmedis merupakanqindividu yang professionalqdengan menyampaikanqberbagai 

macamqpengetahuan serta ilmu dalamqkeahliannya untuk mencapaiqtujuan kesehatan 

kepadaqmasyarakat. Para tenagaqkesehatan diharapkan dapatqmenjalankan kode etik 

danqmoral yang tinggiqdalam menjalankanqpraktik kedokteran. Saatqtugasnya dijalankan, 

dokter danqtenaga medis harus mengutamakanqkepentingan dan keselatamanqpasien, serta 

harus memastikanqbahwa proses praktikqkedokteran dilaksanakan denganqniat yang mulia 

danqmetode yangqtepat (Soetrisno, 2010). Tumbuhnyaqmasalah hukum sangatqerat 

kaitannya denganqpelanggaran yangqdilakukan salah satuqoknum atau salahqsatu pihak 

dalam suatuqperbuatan atau transaksi yangqseharusnya dijalankan sesuaiqdengan 

hukumqyangqberlaku.  

Dalam konteksqpelayanan kesehatanqmasyarakat, banyak kasusqyang timbul dan 

dikenalqdengan istilahqmalpraktik. Program pembangunanqkesehatan di Indonesiaqbertujuan 

untuk meningkatkanqkesadaran, kemampuan, danqkemauan hidup sehatqbagi seluruh 

masyarakat. qImplementasi tingkat kesehatanqyang optimal menjadiqsalah satuqkomponen 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol.4 No.3 September - Desember 2024 

 

 
Doi : 10.53363/bureau.v4i3.436  2418 

 

penting dariqkesejahteraan umum, sebagaimanaqdiamanatkan olehqUndang-undang Dasar 

NegaraqRepublik IndonesiaqTahun 1945 (Lubis, 2020). Dalamqranah pelayananqkesehatan, 

kepercayaanqmasyarakat terhadap keandalanqdan keamanan prosedurqmedis sangatlah 

krusial. Meskipunqpelayanan tersebutqdidasarkan pada prinsipqkeahlian danqetika, risiko 

malpraktik selaluqmengintai, menuntutqperlunya kerangka hukumqyang efektik. 

Sebelumqadanya Undang-undangqNomor 17 Tahunq2023, keadaan iniqmemciptakan 

situasiqdi mana korban malpraktikqsering kali kesulitanqmencari keadilan, danqpraktisi 

kesehatanqterkadang kurang merasaqterdorong untukqmempertanggungjawabkan 

tindakanqmedis mereka.  

Sebagai istilahqumum, malpraktik merujukqpada tindakan pidana yangqdilakukan oleh 

individu yangqmempunyai profesi di qbidang kesehatan. Permasalahanqterkait malpraktik 

bukan hanyaqmencakup aspek kegagalan pelayananqmedis, tetapi juga seringqkali 

memunculkan dampakqhukum yang kompleks. qKesadaran hukum yangqmuncul dari pihak 

pasienqdapat mengakibatkanqtimbulnya serangkaian masalahqyang perlu ditanganiqsecara 

cermat. Misalnya, qketidakjelasan regulasiqsebelum adanyaqUndang-undang Nomor 

17qTahun 2023 seringqkali membuat pasien sulitqmenentukan langkah hukum yangqtepat 

setelah mengalamiqmalpraktik. Selain itu, kurangnyaqkejelasan hukum dapatqmembuka celah 

bagi tindakanqhukum yang efektif atauqterhambat, meningkatkanqketidakpastian bagi 

paraqkorban malpraktik. Masalahqini dapat mencakupqkendala dalam mengajukanvgugatan, 

proses peradilan yangqlamban, hingga ketidakmampuanquntuk menuntut gantiqrugi yang 

layak.  

Dari berbagaiqpenjelasan di atas, dapatqdisimpulkan bahwaqtindak pidana malpraktik 

terjadi apabilaqseseorang yang bekerjaqdalam dunia kesehatanqmelakukan tindakan 

yangqbisa merugikanqpihak lain. Oleh karena itu, qpemahaman lebih dalamqmengenai 

hukumqkedokteran menjadiqsangat penting. Hukumqkedokteran merupakanqserangkaian 

peraturanqyang mengatur profesiqdokter, mengingatqadanya hubungan denganqpasien dan 

tenagaqkesehatan lainnya. Sebagaiqsuatu sistem keahlianqkhusus yang dimilikiqseorang 

tenaga medisqdi dalam masyarakat, profesiqkesehatan membutuhkanqpengaturan yang kuat. 

qDalam hukum kedokteran, dipahamiqsebagai seperangkatqperaturan yang mencakupqsemua 

aspekqyang terkait denganqpemeliharaan dan upayaqdi bidang kesehatan. 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol.4 No.3 September - Desember 2024 

 

 
Doi : 10.53363/bureau.v4i3.436  2419 

 

Hukumanqdiberlakukan terhadap individu yangqmelanggar undang-undangqatau norma 

masyarakat, danqseseorang hanyaqdapat diminta pertanggungjawabanqpidana jika 

perbuatan kesalahannyaqdapat dibuktikan sesuai denganqprinsip “geen straf zonderqschuld” 

(tiadaqhukuman tanpaqkesalahan).  

Pemahaman mendalamqterkait permasalahan hukumqyang timbul akibatqmalpraktik 

menjadi krusialqmenimbulkan kebutuhan untukqpemikiran di dalamqbidang hukum, 

sebagaimanaqtercermin dalam Undang-undangqNomor 17 Tahun 2023 tentangqKesehatan. 

Dalam konteksqinilah perlu dipertimbangkanqtinjauan hukum pidanaqterhadap tindakan 

malpraktikqdi bidang kesehatan atauqmedis, serta siapaqmempunyai kewenanganquntuk 

memberlakukan hukumanqpidana terhadapqtindakan malpraktik.  

 

METODE PENELITIAN 

Sesuaiqdengan latar belakang yangqtelah dijabarkan, artikel ini akanqmembahas 

mengenai bagaimanaqimplementasi UU No. q17 Tahun 2023q dalam pemidanaan malpraktik 

di sektorqkesehatan; dan bagaimanaqpertanggungjawaban hukum terhadapqtindakan 

malpraktik diqrumah sakit; dan bagaimanaqpro dan kontra signifikan dalamqimplementasi Uu 

No. 17 tahun 2023qterkait pemidanaanqmalpraktik. 

Penelitianqini merupakan penelitianqhukum normatif, sehinggaqmenurut jenis danqsifat 

penelitiannya, sumberqdata yang digunakanqadalah data sekunderqyang terdiri dariqbahan 

hukum primerqdan bahan hukumqsekunder yang terdiriqdari buku, jurnalqilmiah, karya ilmiah, 

dan artikelqyang dapat memberikanqpenjelasan tentangqhukum primerqmateriil. 

Pengumpulan dataqdilakukan denganqteknik studi pustakaqdengan analisisqdata kuantitatif. 

Dalamqkonteks ini, penulisqmemilih menggunakanqpendekatan penelitianqhukum normatif 

dalamqpenyusunan jurnal ini. qPenelitian hukum normatifqjuga dikenal sebagai 

penelitianqhukum doktrinal, yang dimanaqhukum dipahami sebagaiqapa yang terdokumentasi 

dalamqsebuah peraturan perundang-undanganq (law in books), dan penelitian 

terhadapqstruktur hukum dapatqdilakukan pada peraturanqperundang-undangan 

tertentuqatau hukum tertulis. (Sonata, n.d). qTujuan penelitian iniqbertujuan untuk 

menganalisisqperkembangan kasus malpraktikqsebelum diberlakukannyaqUU No. 17 Tahun 

2023, dengan fokusqpada kelemahan danqketidakjelasan regulasiqsebelumnya; dan 
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mengeksplorasiqkonteks pemidanaan malpraktikqyang diatur dalam UU No. q17 Tahun 2023, 

denganqmemperhatikan perubahanqsignifikan dalam pendekatan hukumqterhadap 

praktikqkesehatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. KonsepqMalpraktik 

Malpraktik sebagaiqsuatu konsep dalamqbidangqkesehatan, merujukqpadaqtindakan 

atau kelalaianqyangqdilakukan olehqpraktisi kesehatan yangqdapat 

menyebabkanqkerugian atau bahayaqbagi pasien. Konsep iniqmencakup berbagaiqaspek, 

termasuk diagnosaqyang keliru, penangananqyang tidak sesuai, atauqkurangnya 

pemberianqinformasi yangqmemadai kepadaqpasien. Sebuah tindakanqdianggap sebagai 

malpraktikqjika melanggarqstandar professional yangqtelah ditetapkan danqdapat 

menyebabkanqdampak negatif terhadapqkesehatan pasien. Dalam era 

kemajuanqteknologi dan informasi, konsep malpraktikqjuga dapat melibatkanqaspek 

digital, seperti pelanggaranqprivasi data pasien atauqpenyalahgunaan informasiqmedis 

secara elektronik. qOleh karena itu, qkonsep malpraktik tidakqhanya mencakup 

aspekqklinis tetapi juga menyesuaikanqdiri dengan perkembanganqteknologi dalam 

pelayananqkesehatan. 

Selain itu, konsepqmalpraktik juga terkaitqdengan tanggung jawabqetis dan sosial 

praktisi kesehatanqdalam menjaga integritasqprofesi. Pertimbangan etika, qseperti konflik 

kepentingan, komunikasiqyang transparan, dan keterlibatanqpasien dalam 

prosesqkeputusan medis, menjadiqbagian integral dari konsepqmalpraktik dalamqpraktik 

medis modern. Seiringqdengan perubahan dinamikaqpraktik medis, konsepqmalpraktik 

terus berkembangqdan menuntut penyesuaianqdalam kerangka hukum. qDalam konteks 

pemidanaanqmalpraktik berdasarkanqUU No. 17 Tahun 2023, konsepqini mendapatkan 

arti yang lebihqtegas dan diatur secaraqrinci dalam peraturanqhukum. Undang-

undangqtersebut mengarah padaqperlunya memberikanqsanksi yang tegasqterhadap 

praktisiqkesehatan yang terlibat dalamqmalpraktik, denganqtujuan meningkatkanqkualitas 

pelayanan dan melindungiqhak serta keamananqpasien. Melalui pemahamanqmendalam 

terhadap konsep malpraktik, qpenelitian ini akanqmembahas bagaimanaqUU No. 
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17qTahun 2023 menggambarkanqdan memperlakukanqkasus-kasus malpraktik, qserta 

bagaimana implementasinyaqdapat memperkuat dasarqhukum untuk pemidanaanqyang 

adil dan efektif. 

2. Sejarahqdan PengembanganqHukupqMalpraktikq 

Sejarah hukumqmalpraktik mencerminkanqevolusi peraturan yangqmendasari 

tanggung jawab danqakuntabilitas praktisiqkesehatan terhadap pasien. qDalam konteks 

Indonesia, perjalananqini dimulai dariqketidakpastian hukumqdan kekosongan 

regulasiqseputar malpraktik. Sebelumqdiberlakukannya UU No. q17 Tahun 2023, 

qperaturan terkait malpraktikqterfragmentasi, menyebabkanqkesulitan dalam 

menegakkanqkeadilan dan menentukan sanksiqyang sesuai. Perkembanganqhukum 

malpraktikqjuga tercermin dari pengalamanqnegara-negara lain yangqlebih dahulu 

menghadapiqtantangan serupa. Beberapa yurisdiksiqtelah merumuskan kerangkaqhukum 

yang lebih rinciquntuk melindungi hakqpasien dan memberikanqsanksi yang sesuai 

terhadapqpraktisi kesehatan yang terlibatqdalam malpraktik. 

Denganqadopsi UU No. 17qTahun 2023, Indonesia memberikanqlangkah signifikan 

dalamqpengembangan hukumqmalpraktik. Undang-undang iniqmenciptakan 

dasarqhukum yang lebihqsolid, menetapkan kriteriaqjelas terkait malpraktik, dan 

memberikanqlandasan bagi pemidanaanqyang adil danqproporsional. Penerapanqundang-

undang ini juga menggambarkanqtanggapan terhadap dinamikaqkompleks dalam 

pelayananqkesehatan modern. Denganqmenyusun UU No. 17qTahun 2023, 

pemerintahqIndonesia merespons tuntutanqakan kejelasan hukumqdan 

perlindunganqpasien. Undang-undangqini tidak mengatur denganqrinci tindakan 

malpraktik, qtetapi juga memberikan dasarqbagi pemidanaan yangqadil dan proporsional. 

qSelain itu, pengembangan hukumqmalpraktik ini menjadiqwujud dari 

penyesuaianqterhadap dinamika kompleksqdalam pelayananqkesehatan modern, 

termasukqpertumbuhan teknologi danqperubahan paradigma pelayananqmedis. Sejarah 

dan pengembanganqhukum malpraktik iniqmenjadi fokus penelitianquntuk 

menyelidikqperjalanan regulasi sebelumnyaqdan perubahanqsignifikan 

yangqdiperkenalkan olehqUU No. 17 Tahunq2023. Dengan memahamiqevolusi ini, 

penelitianqakan memberikan gambaranqyang komprehensif tentangqbagaimana 
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Indonesia meresponsqtantangan hukum seputarqmalpraktik dan upaya 

untukqmeningkatkan akuntabilitas sertaqkeamanan pasien dalamqpraktikqkesehatan. 

3. Undang-UndangqNomor 17 Tahunq2023 TentangqKesehatanq 

Undang-undangq (UU) No. 17 Tahun 2023qmerupakan tonggakqpenting 

dalamqregulasi kesehatanqdi Indonesia, khususnyaqterkait pemidanaanqmalpraktik. 

Undang-undang iniqmenandai respons pemerintahqterhadap tantangan kompleksqdalam 

pelayanan kesehatanqmodern dan meningkatnyaqkasus malpraktik. Undang-undangqini 

menggariskan standarqprofesional yang harusqdipatuhi oleh praktisiqkesehatan, termasuk 

dokter, perawat, danqtenaga medisqlainnya. Pelanggaran terhadapqperaturan ini dapat 

dianggapqsebagai tindakan malpraktikqdan dikenai sanksiqsesuai dengan ketentuan 

undang-undang. qUndang-undang iniqmemberikan definisi yangqjelas mengenaiqapa yang 

dianggap sebagaiqmalpraktik, mencakupqkelalaian atau tindakanqyang 

melanggarqstandar medis yangqberlaku. Peraturanqundang-undang iniqmendefiniskan 

beragamqqsituasi dimana tindakanqhukum dapat diambilqterhadap praktisi 

kesehatanqyang terlibat dalam malpraktik. Menetapkanqtanggung jawab hukumqpraktisi 

kesehatan terkaitqkonsekuensi dari tindakanqmalpraktik.  

Undang-undang Nomorq17 tahun 2023, menyediakanqlandasan bagi 

pemidanaanqyang adil danqseimbang, dengan mempertimbangkanqtingkat kesalahan, 

dampakqterhadap pasien, danqaspek-aspek lain yangqrelevan. Fokusqpada 

perlindunganqhak pasienqdengan memastikanqbahwa malpraktikqdapat diidentifikasi 

danqdiatasi secaraqefektik. Peraturan iniqmendorong transparasi, qakuntabilitas, dan 

partisipasiqpasien dalam prosesqperawatan medisqyang baik dan sesuaiqaturan undang-

undangqdan rumah sakit. qSelain mendorong perlindunganqhak pasien, qundang-undang 

nomorq17 tahun 2023 jugaqmengatur mekanismeqperadilan yang jelasquntuk 

menanganiqkasus malpraktik. Memastikanqbahwa proses hukumqberlangsung 

denganqadil dan efisien, qmelibatkan para ahliqmedis, serta memperhatikanqkepentingan 

semuaqpihak terlibat. qUndang-undang Nomorq17 Tahun 2023 memberikanqfondasi 

hukum yangqkokoh untuk pemidanaanqmalpraktik, sekaligus menciptakanqlingkungan 

yangqmendukung praktik medisqyang aman danqbertanggung jawab. Denganqmerinci 
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aspek-aspekqkritis tersebut, undang-undangqini berusaha menjawab tantanganqkompleks 

yang munculqdalam menyediakanqpelayanan kesehatan yang berkualitasqdi Indonesia.  

Undang-undangqini merangkul untukqmenyuarakan pentingnyaqpendidikan dan 

pelatihanqberkelanjutan bagi praktisiqkesehatan untuk meningkatkanqketerampilan dan 

pengetahuanqmereka. Mendorong upayaqpencegakan malpraktikqmelalui pendekatan 

edukasi gunaqmengurangi risiko kesalahanqdalam praktek medis. qPeraturan ini juga 

menjunjungqkerjasama antarprofesiqdalam pelayanan kesehatanqdan 

meningkatkanqperan komite etikqdalam menilai danqmemberikan rekomendasiqterkait 

kasusqmalpraktik. Memperkuat hak danqketerlibatan pasien dalamqmenangani 

kasusqmalpraktik, termasuk mendengarkanqpengalaman mereka danqmemastikan 

transparansiqdalam proses hukum. Menegaskanqperlunya memberikanqdukungan 

psikososial bagiqpasien yangqmenjadi korban malpraktik. 

Undang-undang nomorq17 tahun 2023 beradaptasiqterhadap perkembangan ilmu 

pengetahuanqdan teknologi. Mengakui perubahanqcepat dalam ilmu pengetahuanqdan 

teknologi diqbidang kesehatan denganqmenetapkan mekanismeqadaptasi regulasi. 

Dengan menyediakanqdasar hukum untukqmenanggapi tantanganqetika digital dan isu-

isuqteknologi yang mungkinqterkait dengan malpraktik. qMengatur evaluasi berkala 

terhadapqimplementasi Undang-undangqini untuk memastikanqrelevansinya dengan 

perkembanganqpraktik medis danqkebutuhan pasien. Sertaqmendorong upaya terus-

menerus untukqpeningkatan kualitas pelayananqkesehatan dan pemidanaanqyang lebih 

efektik. 

4. PemidanaanqMalpraktik Menurut UU No. q17 Tahun 2023q 

Undang-undangqKesehatan pada hakikatnyaqtidak memberikan definisi yangqjelas 

mengenaiqmalpraktik. Namun ZaeniqAsyhadie menyebutkanqbahwa malpraktik 

merupakanqTindakan atau praktikqyang buruk, dengan kataqlain bahwa 

malpraktikqadalah suatu perbuatanqkelalaian (praktik yang buruk) dariqpara profesi 

dalamqmenjalankan profesinya, baik dalamqpelanggaran yang disengaja, qpelanggaran 

hukum, qmaupun pelanggaranqetika (SagungqPutri M. qurwani Ni Komang Hyang Permata 

DanuqAsvatham, 2020). MenurutqIkatan Dokter Indonesia (IDI) Pusatqbahwa terdapat 

kurangqlebih 210 Kasus dugaanqmalpraktik di Indonesia danqsetiap tahunnya 
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terusqbertambah (Angga PranvastaqPutra, 2020). Perbuatanqmalpraktik medis 

terhadapqpasien dalam rumahqsakit terjadi ketikaqdokter atau orang yangqada di bawah 

perintahnyaqdengan sengaja atau karenaqkelalaiannya melakukan perbuatanqgerak 

ataupun diamqdalam kegiatanqpraktik medis terhadapqseorang pasiennya dalamqsegala 

jenjang inggi yangqmelanggar profesi, standarqprosedur, atau denganqmelanggar 

peraturanqhukum diluar wewenangqhingga menimbulkanqakibat kerugian 

terhadapqtubuh pasien, oleh karenaqtindakan dokter dan tenaga medisqtersebut 

menimbulkanqtanggung jawab hukumqbagi dokter. (DianaqHaiti, 2017). 

Undang-undangqkesehatan merupakanqlandasan utama dalam 

menegakkanqstandard dan akuntabilitasqdalam pelayanan kesehatan. qTerutama, UU No. 

17 Tahun 2023qterbit sebagai tonggakqpenting dalam menanggapiqtantangan yang 

kompleksqterkait malpraktik di Indonesia. Fokusqutama dari undang-undangqini adalah 

menciptakanqlandasan hukum yang kuat untukqpemidanaan terhadap praktisiqkesehatan 

yang terlibat dalamqmalpraktik, sehingga dapatqmeningkatkan perlindunganqpasien dan 

meningkatkanqkualitas layanan medis. 

a. Definisi danqStandar Profesionalq 

Undang-undangqNomor 17 Tahun 2023qmenetapkan definisi yangqjelas 

mengenai malpraktik, qmemastikan kejelasan dalamqmengidentifikasi tindakanqyang 

melanggar standarqprofessional. Standar professionalqtersebut mencakupqaspek-

aspek penting dalamqpraktek medis, memberikanqpedoman yang dapat diukurquntuk 

menilai kesalahan atauqkelalaian yang mungkinqterjadi. Dengan demikian, qundang-

undang ini memberikanqdasar yang kuat untukqmengevaluasi tindakan medisqdengan 

akuratqdan obyektif.  

b. Sanksi danqHukumanq 

Undang-undang iniqmembawa sanksi danqhukuman yang signifikanqterhadap 

praktisi kesehatan yangqterlibat dalam malpraktik. Jenis sanksiqdan hukuman yang 

dapatqdijatuhkan dirinci denganqcermat, mempertimbangkanqtingkat kesalahan, 

dampak terhadapqpasien, dan faktor-faktorqlain yang relevan. Hal iniqbertujuan untuk 

memastikanqbahwa pemidanaanqbersifat adil, proporsional, danqdapat memberikan 

efek jera yangqmemadai untuk mencegahqterulangnya tindakanqmalpraktik.  
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c. Prosedur Hukumqdan Peradilanq  

Mekanismeqperadilan yang diaturqdalam UU No. 17qTahun 2023qmencakup 

prosedur yangqtransparan dan adil. qPemberian hak kepadaqpraktisi kesehatanquntuk 

membela diriqdan melibatkanqahli medis sertaqkomite etik dalam menilaiqkasus 

malpraktikqmenjadi bagian integralqdari proses peradilanqini. Dengan demikian, 

undang-undangqini tidak hanya menegakkanqkeadilan, tetapi jugaqmemastikan 

bahwa penilaian atasqkasus malpraktik didasarkanqpada keahlian medisqyang 

mendalam. 

d. KeterlibatanqPasien 

 Undang-undangqnomor 17 tahun 2023qtentang kesehatan iniqmemberikan 

perhatian khususqterhadap hak dan keterlibatanqpasien dalam penangananqkasus 

malpraktik. Pasienqmemiliki peran pentingqdalam memberikan kesaksianqdan 

pandangan merekaqterhadap tindakan malpraktikqyang mungkin merekaqalami. 

Langkah-langkah iniqdirancang untuk memberikanqperlindungan maksimalqkepada 

pasien, memastikanqbahwa pengalaman merekaqdiakui dan mendapatqtanggapan 

yang tepat dariqsistem hukum. 

e. Edukasi danqPencegahan 

 Selainqpemidanaan, UU No. 17 Tahunq2023 juga mengakuiqperan pendidikan 

dan pencegahanqdalam mengatasiqmalpraktik. Praktisi kesehatanqdidorong untuk 

terus meningkatkanqketerampilan dan pengetahuanqmereka melalui pnedidikan 

berkelanjutan, sedangkanqkampanye edukasi ditunjukan untukqmeningkatkan 

kesadaran pasienqtentang hak mereka danqrisiko malpraktik. Denganqdemikian, 

undang-undang iniqbukan hanya tentangqpemidanaan, tetapi jugaqmendukung 

pendekatan preventifqdan edukatif. UU No. 17qTahun 2023 menetapkanqmekanisme 

evaluasi berkalaquntuk memastikan relevansiqdan efektivitasnya seiringqwaktu. 

Kemampuanqundang-undang untuk beradaptasiqdengan perkembanganqdalam 

praktik medis dan perubahanqkebutuhan hukum menjadiqbagian penting dariqaspek 

ini. Evaluasi danqrevisi dari aspek ini. qEvaluasi dan revisiqberkala memberikanqdasar 
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untukqmemastikan bahwaqundang-undang tetapqrelevan dan dapatqmenjawab 

tantangan terkiniqdalam duniaqkesehatan. 

5. Pasal-PasalqTerkait PemidanaanqMalpraktik BerdasarkanqUU No. 17 Tahun 2023 

a. RincianqPasalq 

Pasal 1: DefinisiqMalpraktik, pasal pertamaqUU No. 17 Tahun 2023 

memberikanqdefinisi yang jelasqmengenai mapraktik, menetapkanqparameter 

tindakan yang dapatqdianggap sebagai pelanggaranqstandar medis. Definisi 

iniqmencakup kelalaian atauqtindakan yang melanggarqstandar professional 

dalamqpelayanan kesehatan, menjadiqlandasan untuk menilaiqkesalahan 

praktisiqkesehatan. Pasal 2: Standar Profesional, pasal iniqmenetapkan standar 

professionalqyang harus dipatuhi oleh praktisiqkesehatan dalam 

memberikanqpelayanan kepadaqpasien. Hal ini meliputi prinsip-prinsipqetika medis, 

kehati-hatianqdalam tindakan medis, danqtanggung jawab terhadap pasien. qStandar 

ini menjadi dasarquntuk menentukan apakahqsuatu tindakan dapat dianggapqsebagai 

malpraktik. 

  Pasal 3: PenegakanqHukum TerhadapqMalpraktik, pasal ketigaqmerinci 

mekanisme penegakanqhukum terhadap kasusqmalpraktik. Menetapkan prosedur 

pengaduan, qpenyelidikan, dan prosesqhukum melibatkan komiteqetik danqahli medis. 

Pasal ini memberikanqkerangka kerjaquntuk menanggapi dugaanqmalpraktik secara 

adil danqtransaparan.  

Pasal 4: Sanksiqdan Hukuman, pasalqIni menetapkan sanksiqdan hukuman yang 

dapatqdikenakan terhadap praktisiqkesehatan yang terlibatqdalam malpraktik. 

Sanksiqini meliputi berbagaiqtingkatan, disesuaikan denganqtingkat kesalahan dan 

dampakqterhadap pasien. Penentuanqhukuman didasarkanqpada prinsip 

proporsionalitasqdan keadilan.  

  Pasal 5: ProsesqPeradilan, pasal kelimaqmengatur proses peradilanquntuk 

kasus malpraktik. qMenentukan langkah-langkah yangqharus diambil 

dalamqpengadilan, melibatkan komiteqetik dan ahli medisqsebagai saksiqahli. 

Memberikan hakqkepada praktisi kesehatanquntuk membela diri danqmenegaskan 

prinsip keadilanqdalam menanganiqkasus malpraktik.  
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Pasal 6: KeterlibatanqPasien, pasal iniqmenegaskan hak danqketerlibatan 

pasien dalam penangananqkasus malpraktik. Pasienqmemiliki peran pentingqdalam 

memberikanqkesaksian dan memberikanqterhadap tindakan yangqdiduga sebagai 

malpraktik. Memberikanqperlindungan hak danqkonsekuensi bagi pasienqyang 

menjadi korbanqmalpraktik.  

Pasal 7: Edukasiqdan Pencegahan, pasalqterakhir menekankanqperan 

pendidikanqdan pencegahan dalamqmengatasi malpraktik. Mendorongqpraktisi 

kesehatan untukqterus meningkatkan keterampilanqmereka melalui pendidikan 

berkelanjutan, sementaraqkampanye edukasiqditujuakan untuk meningkatkan 

kesadaran pasienqtentang hak mereka danqrisiko malpraktik.  

Pasal 8 : Evaluasi dan Revisi, pasal iniqmemberikan dasar untukqevaluasi 

berkala danqrevisi UU No. 17qTahun 2023. Pentingquntuk memastikanqrelevansi 

undang-undangqterhadap perkembangan praktikqmedis dan kebutuhanqhukum yang 

berkembang, sehinggaqundang-undang tetap efektifqdalam mengatasiqpermasalahan 

terkaitqmalpraktik 

b. Sanksi Hukumanqdalam PemidanaanqMalpraktik BerdasarkanqUU No. 17 Tahun 2023 

Pemidanaanqmalpraktik, sebagaimanaqdiatur dalam Undang-UndangqNo. 17 

Tahun 2023, memberikanqlandasan hukum yangqkuat untuk menanganiqpelanggaran 

etika dan standarqprofesi di bidangqkesehatan. Bagianqpertama dari sanksiqhukuman 

ini mencakupqpenentuan tanggung jawabqpidana terhadap praktisiqkesehatan yang 

terbukti bersalahqmelakukan malpraktik. qSanksi ini dapat berupaqdenda yang 

signifikan, qpenahanan, atau kombinasiqkeduanya, tergantung padaqtingkat kesalahan 

dan dampaknyaqpada pasien. Hal ini dirancangquntuk memberikanqefek pencegahan 

dan melibatkanqtanggung jawab yangqproporsional terhadapqkesalahan yang 

dilakukan.  

Pada tingkatqlanjutan, sanksi hukumanqdapat mencakup pencabutanqizin 

praktik, pelarangan praktik, atauqpenurunan status professionalqpraktisi kesehatan 

yang terlibat dalamqmalpraktik. Mekanismeqini diarahkan untukqmelindungi 

masyarakat dari praktisiqyang tidak memenuhiqstandar etika dan keamananqyang 

ditetapkan. Pencabutan izinqatau pelarangan praktikqmemberikan efek 
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jangkaqpanjang dan dapat menjadi landasanqbagi tindakan perdataqoleh pihak 

yangqterdampak. 

  Terakhir, UU No. q17 Tahun 2023 menetapkanqsanksi administratifqyang 

melibatkan pihakqrumah sakit atauqlembaga kesehatan yangqgagal memberikan 

perlindungan atauqtindakan yang sesuaiqterhadap praktisi kesehatanqyang terlibat 

dalamqmalpraktik. Sanksi ini mencakupqdenda dan penilaianqadministratif yangqdapat 

mempengaruhi reputasiqlembaga tersebut. Ini bertujuanquntuk mendorong 

rumahqsakit dan lembaga kesehatanquntuk menjaga standarqkeamanan dan 

mengambilqtindakan preventif dalamqmenanggapi insideqmalpraktik.  

  Dengan menyeluruh, qsanksi hukuman dalamqkonteks pemidanaanqmalpraktik 

menunjukanqpendekatan yangqseimbang, mengintegrasikanqaspek-aspek pidana, 

perdata, danqadministratif. Tujuan utamanyaqadalah menciptakan sistemqhukuman 

yang efektif, dapatqdiprediksi, dan adil untukqmelindungi hak-hak pasienqdan menjaga 

integritas profesiqkesehatan. Beberapa aspekqtambahan yang dapatqdieksplorasi 

melibatkan: 1. ProsedurqHukum Detail: Menjelaskanqtahapan dan prosedur hukum 

yang terlibatqdalam menangani kasusqmalpraktik, termasukqpenyelidikan, proses 

pengadilan, danqupaya banding: 2. PerlindunganqHak Pasien: Menyelidikiqlebih lanjut 

bagaimanaqUndang-undang tersebut memberikanqperlindungan hak pasien, 

qtermasuk hak untukqmendapatkan informasi, hakquntuk mendapatkan kompensasi, 

qdan mekanismeqpenyelesaian sengketa: 3. Peran AhliqMedis dalam 

KasusqMalpraktik: Menjelaskanqperan dan keterlibatanqahli medis dalamqmenyajikan 

buktiqdan pendapat ahli dalamqproses hukum malpraktik: 4. PengaruhqTerhadap 

Praktisi Kesehatanqdan LembagaqKesehatan: Mendiskusikanqdampak hukuman 

terhadapqkarir dan reputasi praktisi kesehatanqserta reputasi lembagaqkesehatan: 5. 

Trend an StatistikqKasus Malpraktik: qMenyajikan data danqstatistik terbaru 

mengenaiqmaraknya kasus malpraktik, termasukqjenis kasus yang umumqdan 

keputusan hukum yangqdihasilkan: 6. PencegahanqMalpraktik: Menyoroti upaya 

pencegahanqmalpraktik, baikqdari perspektif praktisi kesehatan maupunqlembaga 

kesehatan, termasuk pelatihan, pedomanqpraktik, dan sistemqpemantauan kualitas. 
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c. Kasus-kasusqyang Relevan dalamqPemidanaan MalpraktikqSesuai UU N0. 17qTahun 

2023 

Kesalahan tenagaqmedik dalam melaksanakanqtugas profesionalnyaqatau 

dikenal secara teknisqdengan istilah malpraktikqmedik menjadi dasarqdilakukannya 

petanggungjawabanqhukum yang dikenal denganqistilah medical liability. qMeskipun 

malpraktik medikqbukan satu-satunyaqdasar dilakukannya pertanggungjawaban 

hukum tenagaqmedik (medical liability), umumnyaqorang selalu 

mengaitkanqkeduanya. Hal demikian telahqmengaburkan 

konsepqpertanggungjawaban hukumqtenaga medik. Batasqbatasnya 

konseptualnyaqmenjadi tidak jelas, dalamqartiqmana-mana yang 

termasukqpertanggungjawaban karenaqmalpraktik medik danqmana-manaqyang 

termasuk pertanggungjawabanqkarena perbuatan lainnyaqmenjadi rancu. Kerancuan 

ini terjadi salahqsatunya sebagai akibatqdari kerancuan pemahananqtentang konsep 

malpraktik medikqitu sendiri. Malpraktikqsebenarnya adalahqistilah umum yang 

berlaku diqsemua bidang profesi. Dalamqbahasa Inggris malpraktikq (malpractice) 

dipahami sebagaiqprofessional misconductqyang secara etimologisqartinya kesalahan 

profesional. Dalamqhal ini yang dimaksudkanqadalah kesalahan yangqterjadi pada saat 

seorang tenagaqprofesional menjalankan tugasqatau pekerjaanqprofesinya. Jika 

kesalahan tersebutqdilakukan oleh seorangqtenaga medik pada saatqmelakukan 

tindakanqmedik, hal demikian dikenalqdengan sebutan malpraktikqmedik (medical 

malpractice). 

Meskipunqmalpraktik medik hanyaqmerupakan salah satuqbentuk malpraktik, 

namun padaqkenyataan masyarakatqawam hampir selaluqmengasosiasikannya 

dengan profesi kedokteran. Pandanganqyang cenderung stigmatisqsemacam ini 

sudahqbarang tentu merugikanqprofesi kedokteran. Profesiqkedokteran menerima 

sorotanqpublik, lebih dari profesiqlainnya. Daya kritis masyarakatqserta spirit 

litigasiqlebih banyak diarahkan kepadaqprofesi kedokteranqdari pada profesiqlainnya 

meskipunqmemiliki peluang yang samaquntuk terjerat dalamqpersoalan malpraktik. 

Istilahqmalpraktik medik, sebagaimanaqtelah disinggung, diadopsiqdari istilah 

dalamqbahasa Inggris medicalqmalpractice. Esensi dari perbuatanqyang disebut 
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malpraktikqmedik adalah kelalaianqtenaga medik padaqwaktu melakukanqtindakan 

medik. Olehqkarena itu di berbagai negaraqseperti Inggris, Canada, qAustralia, Swedia, 

NewqZealand, India, Singapore, danqjuga Malaysia, konsepqmalpraktik medikqlebih 

popularqdengan sebutanqmedical negligence (kelalaianqmedik). Dari segi 

istilahqsendiri tampakqjelas bahwa medicalqnegligence lebih bernuansaq ‘kelalaian’. 

Berangkat dariqkenyataan ini, mestinyaqmalpraktik medikqdikonstruksikan 

sebagaiqsebuah bentukq ‘kelalaian’ saja, tidak mencakupqunsur ‘kesengajaan’. qUnsur 

kesengajaan dalamqkonteks istilah malpraktik medikqtampaknya memang 

tidakqrelevan karena umumnyaqmasih dipercayai bahwaqtidak ada dokterqyang 

sengaja inginqmencelakai pasiennyaqsendiri. Profesi kedokteranqadalah profesi 

yangqluhur (noble profession) yangqpelaksanaannya dibingkai denganqberbagai nilai-

nilai moralqyang luhur yakni etikaqkedokteran (medical ethics). Susahqditerima nalar 

jikaqpelaku profesi yangqkaya denganqtradisi luhur iniqterlibat dalam sebuahqskenario 

jahat yangqbertujuan untuk mencederaiqatau mencelakai orangqlain yang 

seharusnyaqditolong. Di Indonesia, konsepqmalpraktik medik telahqmengalami 

perluasanqsedemikian rupa hinggaqmencakup pula perbuatan yang terjadiqkarena 

unsur kesengajaan. qKonsepsi semacam iniqbanyak dianut olehqpara penulis 

danqpemerhati isu-isuqmalpraktik medikqdi Indonesia (Dahlanq2002), (Guwandi 

1991). qAlexandra Ide mengkalisifikasikanqtipe malpraktik medik yangqdilakukan 

secara sengajaqsebagai malpraktek medikqmurni (Ide 2012). Faktor 

kesengajaanqdalam konteks malpraktikqmedik ditampungqantara lain dalam sebuah 

konsepqyang disebutqcriminal malpractice. Boleh jadiqkonsep criminal malpractice itu 

diadopsiqdari konsep criminalqnegligence yang dikenalqdi negara-negara common law. 

Akanqtetapi jika diamati denganqseksama, kedua konsepqtersebut 

memilikiqperbedaan signifikan. Konsepqdasar dariqcriminalqnegligence adalahqsebuah 

kelalaianq (negligence) yang memungkinkanqdilakukannya tuntutanqpidana (criminal 

prosecution). Tuntutanqpidana ini dimungkinkanqkarena mempertimbangkanqbentuk 

kelalaian yangqmenurut sifatnya sangatlahqkasar atau disebutqsebagai gross 

negligence. Contoh sederhanaqyang bisa dipakai adalah seorangqahli bedah 

melakukan tindakan operasi dalamqkeadaan mabuk sehinggaqmengakibatkan 
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pasienqmengalami luka-luka serius. Denganqnalar sederhana umumnya orangqakan 

dapat menerima penggunaan sanksiqpidana terhadap dokter yangqmelakukan 

kelalaianqseperti itu. 

Sebaliknya konsepqdasar dari criminalqmalpractice sepertiqdiintrodusir di 

berbagai literatur diqIndonesia adalah tindakanqdokter yang memenuhiqrumusan 

delik. Mengingat dariqsegi niat pelakunya delikqdapat dibedakanqmenjadi delik dolus 

(ada unsurqkesengajaan) dan delikqculpa (ada unsurqkelalaian), maka 

denganqsendirinya harus diterimaqsebuah asumsi bahwaqmalpraktik medik bisaqjuga 

terjadi karenaqunsur kesengajaan. Asumsiqdemikian meski terlihatqlogis tapi 

sebenarnyaqrancu. Jika sebuah peristiwa yangqdiasumsikan sebagaiqmalpraktik medik 

timbulqkarena faktor kesengajaan, yangqsedang dibicarakan sebenarnyaqbukanlah 

malpraktikqmedik tetapi lebih tepatqdisebut tindak pidanaqmedik (medical offense) 

yakni tindakqpidana yang pelakunya adalahqtenaga medik. Memasukkanqunsur 

‘kesengajaan’ dalamqkerangka konseptual malpraktik medik selain tidak sesuai 

dengan pandangan umum yang berlaku di duniaqinternasional (common practice) 

jugaqtidak memilikiqsignifikansi. Apabila dalam sebuahqperistiwa yang 

diasumsikanqsebagai malpraktik medikqunsur kesengajaan ituqbenar-benar terbukti, 

perkaraqyang proses hukum yangqterjadi adalah proses hukumqterhadap 

perkaraqpidana biasa, bukanqperkara malpraktikqmedik. Sudah tepat kiranyaqapabila 

malpraktikqmedik dikonsepsikanqsebagai sebuahqbentuk kelalaian dariqtenaga medik 

(medicalqnegligence) yang mengakibatkanqtimbulnya kerugian padaqpada 

pihakqpasien (Guwandi 1994). Lebihqjauh, hendaknyaqdifahami bahwa secaraqteknis 

kelalaianqtersebut berwujud pengabaianqterhadap standar-standar yang 

berlakuqdalam pelaksanaanqtindakan medik, apakahqstandar profesi, qstandar 

pelayanan, atauqstandar prosedurqoperasional. Di berbagaiqnegara yang telah 

mengembangkanqapa yang disebutqdengan the Lawqof Medical Negligence, qistilah 

yang seringqdipakai adalahqstandard of care (standar kehati-hatian). 

Malpraktikqmedik itu sendiri seringqdidefinisikanqsebagai “the failure to comply 

withqthe standardqof care” 
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Jika ditelusuri, qakar masalah dari kerancuanqini adalah ketiadaanqperaturan 

perundang-undanganqyang secara khusus mengaturqmasalah malpraktik medikqdi 

Indonesia. Ketiadaanqperaturan semacam iniqmenyebabkan perkaraqmalpraktik 

medik yang terjadi diqIndonesia didekati danqditangani berdasarkanqperaturan-

peraturan yang ada, khususnyaqKUHP. Sebagaimana telahqdisinggung sebelumnya, qdi 

dalam KUHP terdapat duaqbuah ketentuan pidanaqyang sering diterapkanqpada 

kasusqmalpraktik medik, qyaitu Pasal 359qdan Pasalq360. Pasal 359qmengatur tentang 

kelalaianqyang mengakibatkanqkematian pada orangqlain, sedangkanqPasal 360 

mengaturqtentang kelalaian yangqmengakibatkan luka-lukaqpada orangqlain. Sepintas 

pengenaanqPasal 359 atauq360 KUHP padaqkasus malpraktik medikqyang 

mengakibatkanqmatinya pasien atauqpasien mengalamiqluka-luka nampak 

telahqsesuai. Baik unsurqkelalaian maupun akibat yangqditimbulkannya berupa 

kematianqatau luka-lukaqsemuanya telah terpenuhi. Namunqdalam praktik, aparat 

penegakqhukum sering keliruqdalam memahami unsurqkelalaian. Unsur 

kelalaianqsering dilihat dan diukurqdengan kaca mata yuridis padahalqmestinya harus 

dilihatqdan dinilai berdasarkan kacaqmata medis. Mengutip pernyataanqPlato, Puteri 

Nemieqmenulis, “onlyqphysicians should judgeqthe action ofqphysician” (Kassim. 

q2003). Cara pandang yangqbersifat yuridisqan sich semacam ini hanyaqakan 

melahirkan keadilanqyang bersifat formalq (formalqjustice) saja, dan bukanqkeadilan 

yang bersifatqsubstansial (substantive justice). Padaqkasus seorangqdokter (dokter 

‘A’qmisalnya), putusan pidana yangqdijatuhkan olehqmajlis hakim kasasi 

justeruqmenimbulkan kegoncangan diqtengah-tengahqmasyarakat (Aritonang, 2013).  

Terbukanya peluangquntuk menuntut dokter secaraqpidana dalam kasus 

malpraktik medikqtelah mendorong banyak pasienqmenempuh jalur pidana. qJalur 

pidana dipandangqlebih praktis di mataqpasien. Pasien tidak harusqbersusah payah 

membuktikanqkelalaian dokter sebagaimanaqdalam perkara perdata. 

Bebanqpembuktian dapat dialihkanqkepada pihak aparat penegakqhukum. Yang perlu 

dilakukanqoleh pasien yang merasaqtelah menjadi korbanqmalpraktik medikqadalah 

membuat laporanqke penyidik, selebihnyaqpenyidiklah yang akanqbekerja. 

Dimungkinkannya menuntutqdokter secara pidana sertaqdidukung oleh faktaqbahwa 
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banyak kasus dugaanqmalpraktik medik yangqdipidanakan, membuatqmasyarakat di 

Indonesia mempersepsiqmalpraktik medik sebagaiqsebuah peristiwaqpidana. 

Sebagaimana telahqdisinggung sebelumnya, pemahamanqtentang konsep malpraktik 

medik kadangqrancu dengan konsepqtindak pidana medik. Peristiwa yangqsebenarnya 

masuk kategoriqtindak pidana medikqdimasukkan dalam kerangkaqkonsep malpraktik 

medik denganqspesifikasi khusus yakniqdicakup dalam konsepqmalpraktik pidana 

(criminal malpractice). Peristiwa atauqperbuatan yang seringqdipakai sebagaiqcontoh 

dari malpraktikqpidana adalah aborsiqilegal, euthanasia danqpemaparan rahasia 

kedokteranq (Hariyani 2005). Ketiga perbuatanqtersebut merupakan tindakqpidana 

murni dan bukan termasukqmalpraktik medik (Soewono, 2005). 

Berdasarkanqketentuan hukum diqIndonesia, kesalahan profesionalqyang sering 

disebut denganqistilah malpraktikqtersebut juga dapat menjadiqdasar (cause 

ofqaction) dilakukanyaqbaik tuntutan pidanaqmaupun gugatanqperdata. Tuntutan 

pidanaqdan gugatan perdataqini menjadi dasarqdilakukannya 

pertanggungjawabanqpidana dan perdata. qSebagaimana telah 

disinggungqsebelumnya, menurut ketentuanqhukum Indonesia pertanggungjawaban 

hukumqsecara perdataq (civil liability) dapat dilakukanqkarena dua sebabqatau alasan, 

yang pertamaqkarena ingkarqjanji (wanprestasi), danqyang kedua perbuatan 

melawanqhukum (onrechtmatige daad) (Koeswadji 1998). Onrechmatige daadqyang 

dikenal dalam sistemqhukum Belanda danqjuga diterapkan di Indonesiaqmirip dengan 

konsepq ‘tort’ yang dikenalqdi negara-negara yangqmenganut common lawqsystem 

(Guwandi 2006). Diqberbagai negaraqpertanggungjawaban yang didasarkanqpada 

adanya perbuatanqingkar janji dikenalqdengan istilahqcontractual liability 

sedangkanqpertanggungjawaban hukum yangqdidasarkan pada adanya 

perbuatanqmelawan hukum dikenalqdengan istilahqtortuous liability. Berdasarkan 

asumsi bahwaqhubungan dokter danqpasien adalah bersifatqkontraktual, 

secaraqteoritis tanggung gugatqsecara kontraktualq (contractual liability) dapat 

diterapkanqpada kasus malpraktikqmedik. Terkait hal iniqAdami Chazawi 

menyatakanqbahwa pada dasarnya hubunganqdokter-pasien adalahqhubungan 

perdata yangqjika salah perlakuanqmedis masuk padaqlapangan perdata 
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tersebutqberupa wanprestasi atauqperbuatan melawan hukumq (Chazawi 2007). 

Kewajibanqhukum berdasarkanqkontrak (contractual obligation) yangqtimbul dalam 

pelaksanaanqpengobatan oleh dokterqdapat diklasifikasikan menjadiqdua yakni 

kewajibanqmewujudkan hasil (resultaats verbintenis) dan kewajibanquntuk berupaya 

denganqsungguh-sungguh (inspannings verbintenis) (Houwing 1953). 

 

KESIMPULAN  

Mengacu padaqrumusan masalahqpenelitian,  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

: 

Pertanggungjawabanqhukum terhadap tenaga medikqbisa terjadi baik karenaqadanya 

malpraktik atauqkarena adanya perbuatanqyang bersifat melanggarqperaturan hukum baik 

hukum pidana, qhukum perdata maupunqhukum administrasi. Pertanggungjawabanqhukum 

malpraktik medikqmenuntut adanya peristiwaqhukum yang disebutqmalpraktik medik. Ciri 

utama dariqperistiwa hukum yangqsecara sosiologis dikonstruksikanqsebagai 

malpraktikqmedik adalah adanyaqkelalaian dari pihakqtenaga medik yangqmengakibatkan 

timbulnya kerugianqpada pihak pasien. Kelalaianqtenaga medik merujukqpada pelanggaran 

atauqpenyimpangan terhadapqstandar-standar yangqberlaku, baik standarqprofesi, standar 

pelayanan, ataupunqstandar operasionalqprosedur (SOP). Secara umum, qkelalaian tenaga 

medik yangqmengakibatkan timbulnyaqkerugian menjadi dasarqhukum bagi pasienquntuk 

mengajukan tuntutanqganti rugi melaluiqgugatan perdata. Hanya kelalaianqyang sangat kasar 

(grossqnegligence) yangqmenimbulkan akibatqserious (luka berat, cacatqatau kematian) qyang 

dapat menimbulkanqimplikasi berupaqpertanggungjawabanqpidana (criminalqliability). 
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